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PR()' RNSI SIJMATERA BAIRAT

PE)FIATURAI\I BUPATI AGI\M
rrrcruon 3 TAHUN 2O1.q

T'ENTANG

PRIORITAS PEN.GGUN,AAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN 2OT7

DENGAN FMHMAT TUHAN YA,NG MAHA ESA

BUPTTTI AGAM,

: a. bahwa Alokasi Dana Nagari merupakan salah satu pendapatan

Nagari yans bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daeredl yang digUnakan untuk kelancaran penyelenggaraan

' peme:rintahrrn nagari khususnya dalam penyelenggaraan

kewenangar t hak asal usul dan kewenangan lokal berskala

nagari;

b. bahwa unl:uk penyelarasan pr,ogram/kegiatan nagari dengan

progr,am/kt,:giatan kabupaten perlu mengatur pedoman dalam

menentukalr program/kegiatan yang dibiayai dengan Alokasi

Dana Na.lgari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf

a, hr.:rruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Nagari;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daereih Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

Sumatera I'engah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang lrlomor 6 Tahurr 2OI4 tentang Desa (Lembaran

Negar:a Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 7 Tambahan

Lembararr }{legara Republik Indonesia Nomor 5a95);

3. Undang-Un,Cang N<lmor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan

Daerrtr (I"ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4



Menetapkan

dengem Undang-Undang lrlomor 9 Tahun 2015 tentang

PeruLrahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4

tentar:g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia lt'ahun 2015 Nomor ti8, Tambahan Lembaran Negara
l

Republik Inrlonesia Nomor 56791;

4. Perahrran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ot4 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 te:ntang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor I23,

Tambahan Lembarerr Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaiman& telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

?rhurr 2015; tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

4i] Talrun. 2CII4 tenLang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomcr 6 'Tr,rhun 2OL4 tentang Desa firembaran Negara Republik

Indorresia T fiun 2015 Nornor 1[i7, Tambahan Lembaran Negara

Republik hxilonesia lrlomor 57 l7l;

MEMUTUSKAN:

PERATUI:IAN BIJPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI

DANA NA,GARI 'TAHUN 2OL7.

BAB I

KETENTUAN UMUM

F'asal 1

Dalam Peraturan Bupati irri yzurg1 dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Agam.

2. Camat adalah pemimpin da:rr koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah

kerja Kecamatan.

3. Pemerintah Nagari adalah liValinageiri dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Nagari.

4-. Walinagari adalah pimpinan lremerintahan nagari.

5. Badan PermUsyawaratan Na,gari yang selanjutnyl disebut Bamus Nagari adalah

Lembaga yang nrelaksanakan fungsi pemerintahaLn yang anggotanya merupakan

wakil dan penduduk nagar:i berdasarkan keterw'akilan wilayah dan ditetapkan

secara demokrasi.
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T. 11ioriks tre[ryggweaan Ailolcaxf Dana Nagari adalah penggunaan Alokasi Dana

Nagari untuk progrerm/kernatan yang lebih penting dan utama dalam

penyelenggaraan pemerintahern nagari.

8. Anggaran Pendapatan dan Elelanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari

adalah rencana keUerngein tafiUnah peinerintahan nagari.

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan ADN bertujuan untuk:

a. mempercepat pencapaia.n agenda yang rnenjadi prioritas daerah.

b. menentukan kegiatan bagr penyelenggaraan ke'urrenangan hak asal usul dan

kewenangan lokal berskala nagari yang dibiayai oleh ADN;

c, menyelaraskan prioritas progranr/kegiatan nagari dengan prioritas

program/ kegiatan Daerah; datr

d. sebagai acuan bagi Pemr:rintah Daerah datam pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan Penggu.naan ADlit.

Pasal 3

Prioritas penggunaan A,DN berdasarkan prinsip:

a. keadilan, dengan rnengu.tarnalran hak atau kepentingan seluruh warga nagari tanpa

membeda-bedakan; dan

b. kebutuhag prioritas, rlengal r mendahulukan kepentingan nagari yang lebih

mendesak, lebih dibut.uhkan dan b,erhubungan langsung d.engan kepentingan

sebagian besar masyara-lkat n.agari;

I}AB II

PRIOIUTAS PENGGUNAAN ADN

Pasal 4

Prioritas Penggunaan ADN meliptrti :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintaha:n Nagari;

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Naga"ri;

c. Bidang Pembinaan Kemasya.rakatan Nagari; darr

d. Bidang Pemberdayaan Masya-r'akat Nagari.



a. Kegiatan Pembayaran Penglrarsilan'letap dan Tunjangan;

b. Kegiatan Penunjang Operasicrnal Perkantoran Pemerintah Nagari;

c. Kegiatan Penunjang Operasional Bamus Nagari;

d. Kegiatan penyediaan data itrfnastruktur nagari;

e. Kegiatan Pendataan m:rsyaralkat butei baga tulis Al-Quran;

f. Kegiatan penyediaan data Xer:amba Jaring Apung (KJA[

g. Kegiatan Penyelenggaraan Mr.rsvawarah Nagari;

h. Kegiatan Pengelolaan Informasi Nagari;

i. Kegiatan Penyelenggaraan Pe:rencanaan Nagari; dan/atau

j. Kegiatan Penyelengga.raan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintah Nagari.

Pasal 6

' -, Prioritas penggunaan A.DN clalam bidang pelaksanaan pembangunan nagari

sebagaimana dimaksud dalam P*Lsal 4 huruf b meliputi:

a. Kegiatan pernbangunar, pe;manfaatan dan penteliharaan infrastruktur dan

lingkungan Nagari, yait u:

1. pembangunan rabat. beto:r/pengerasan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan

Nagari;

2. pembangunan rabat beton/pengerasan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani dan

Jalan Produksi;

S. Pembangunan dan F'emel.iharaan Irigasi Tersier; dan/atau

4. Pemelihara.an jalan yang erda di nagari {perambahan, perbaikan drainase) yang

' ^ direkomendasikan cl1eh Organisasi Perangkat Daerah terkait.

b. Kegiatan penrbangunart, penrranfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

kesehatan, yaitu:

a. Pemban$rnan dan F'emelil raraan Sarana air bersih berskala Nagari;

b. Pembangunan dan F'emel,il raraan Sianitasi Lingkungan;

c. Pembangunan dan F:'emcl.il raraarl Posyandu, Polindes dan Poskeri;

d. Pengadaan sarana prasar;,ma (alat) penunjang kegiatan pelayanan kesehatan

untuk Posyandu, Po:lincles dan Poskeri; dan

c. Kegiatan pembangunant, pernmnfaatan dan peme,liharaan sarana dan prasarana

pendidikan dan kebudaryaan, .yaitu:

A. Pembanmrnan dan Pemeliharaan pedu.ns PAUD:



c. Pembangunan dan Perrr,eliLharaan sarana dan prasarana Pengembangan dan

pembinaan sanggar seni.

d. Kegiatan pengembangian l.lsaha Ekonomi Produktif serta pembangunan'

pemanfaatan dan pemeliharal,n sara-na Can prasararLa ekonomi, yaitu:

a. Pembentukan danr pe,nrg,:mbangan BUM Naga:ri

b. Penguatan permodalaur BUlvl}lagari

c. Pengadaan kompos/pu1:ruk kandang

e. Kegiatan pelestariarr lingkungan hiclup, yaitu:

a. Penghijauan lingh;r.rngtu:r nagari

b. Perlindungan Max.a Air'

c. Pengelolaan sampah rragari (pengumpulan dari sampah rumedr tangga,

sekolah, kantor, pasar, :lasilitas umum) ke tempat pembuangan sementara.

d. Pengadaan becak motor sampah rlan tong sampah.

f. Pembangunan pu.sat pe:mbibitan nagari.

e. Pembersihan dae:,"ah sernpadan dan permukaan danau maninjau.

Pasal 7

Prioritas penggunaan ADN dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari

sebagaimana dirnaksud dalam Pr,rsal 4 hrrruf c t'neliputi: -\

a. Kegiatan Pembinaan bi<lang aigama, berupa:

1.. Perbaikan Masjid/ M ushalla;

2. Penyediaan air bersilh, sa.nitasi, dan larnpu jalan masjid atau rnushalla;

$. Pengadaan sarana dan pra.sarana TPA/MDA;

4. pengadaan alquran. untuk ,keluarga miskin;

5. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UWl Nagarri;

6. Penyelenggaraan MTQ tingkat Nagra"ri; dan/atau

7. Pembinaan Remaja lvlasjid.

b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat, meliputi :

1. Penyamaan pemahaman kewenangan, Lugas dan fungsi pemangku adat, niniak

mamak, clan bundo ikanduang;

2. Peningkatan kompetensi p,r:mangkru adat, niniak mamak, dan bundo kanduang;



c. Kegiatan Pembinaan Kesenian. dan Sosial Budaya, meliputi :

1, Pembentukan dan pembineen kelompok silat tradisional (tuo silek);

2. Pembinaan kelompok kesenian tradisional (satuung, randa{ rabano, tambua

tansa, tari tradisional, dan kesenian tradisional lainnya);

3. Penyelenggaraan pentas l<esenian tradisional.

d. Kegiatan Pembinaan olah ra;ga, meliputi:

1.. Pengadaan sarana dia.n peralatan olah raga;

2. PelaksaRaan ttrrnam.en;

Pasal 8

Prioritas penggunaan ADN clalam bidang Pemtrerdayaan Masyarakat Nagari

L ^ Sebagaimana dimaksud dalam lPrrLsal 4 hrrruf d meliputi:

a.. Kegiatan pendidikan dr,m pe:L rtihan bagr Walinagart dan Perangkat Nagari tentang

tugas dan fungsi, serta pengelolaan k:uangan nagari;

b. Kegiatan pendidikan dan peiia.tihan bagi Bamus Nagari tentang fungsi, tata tertib

dan perencanaan nagari;

c. Kegiatan pelatihan useiha el:onomi dan perdagang€rn, pertanian dan perikanan

(berupa tata cara pemb:i'bitatr);;

d. Kegiatan peningkatan kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (berupa

(usaha rumah tangga {IIome Industry));

e. Kegiatan peningkatan keipasitas kelompoh perenipuan berupa pelatihan

\ 
-; pengelolaan sampah rumah terngga;

f. Kegiatan peningkatan lcapasitas kelompok masyarakat miskin (berupa pemberian '

pelatihan beserta bahan percontoh*);

g, Kegiatan peningkatan l*apasit.as kelompok pengrajin berupa pembuatan sapu rjuk,

bunga dari tempu.rung dan larin sebagainya;

h. Kegiatan peningkatan kapasil:as Kelompok Pemuder. berupa pelatihan perbengkelan

motor/mekanik;

i. Kegiatan peningkatan l<aparsirlas Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari tentang

tugas dan fungsinya;

j. Kegiatan peningkatan kapasitas PKK Nagari bempa pembinaan dan evaluasi

kelompok Dasa Wisma, pelatihan adrninistrasi PKI(, dan Pelatihan Menu Beragam

Berimbang Sehat dan Aman (I32SA);



c. Kegiatan Pembinaan Keseniar. dan sosial Budaya, meliputi :

1, Pembentukan dan pembineran kelompok silat tradisional (hto silek);

2. Pembinaan kelompol< kesenian tradisional (saluung, randai, rabano, tambua

tansao tari tradisionarl, dan kesenian tradisional lainnya);

3. Penyelenggaraan pentas l<esenian tradisional.

d. Kegiatan Pembinaan olah ra;ga, meliputi:

1. Pengadaan sarana dien peralatan olah raga;

2. Pelaksanaan hrrnam.en;

Pasal 8

Prioritas penggunaan ADN <lalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari

sebagaimana dimaksud dalam lPrrtsal 4 hrrruf d meliputi:

a. Kegiatan pendidikan drm pe:L rtihan bagi Walinagari dan Perangkat Nagari tentang

tugas dan fungsi, serta pengslolaan kr:uangan nagari;

b. Kegiatan pendidikan dan pt:iia.tihan bagi Bamus Nagari tentang fungsi, tata tertib

dan perencanaan nagari;

c. Kegiatan pelatihan useiha ekonomi dan perdagangan, pertanian dan perikanan

(berupa tata cara pembi'bitan);;

d. Kegiatan peningkatan kapasitas Kelompok lJsaha Ekonomi Produklif (berupa

(usaha rrmah tangga (IIome Industryfl;

e. Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok pereilipuan berupa pelatihan

\ _ pengelolaan sampah rurmah teurgga;

f. Kegiatan peningkatan lcapasitas kelompok masyarakat miskin (berupa pemberian '

pelatihan beserta bahan percontoh*);

g. Kegiatan peningkatan k:apasil:as kelompok pengrajin berupa pembuatan sapu rjuk,

bunga dari tempurung dan larin sebagainya;

h. Kegiatan peningkatan kapasil:as Kelompok Pemudzr. berupa pelatihan perbengkelan

motor/mekanik;

i. Kegiatan peningkatan lcapersirns Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari tentang

tugas dan fungsinya;

j. Kegiatan peningkatan kapasitas PKK Nagari berurpa pembinaan dan evaluasi

kelompok Dasa Wisma, pelatihan adrninistrasi PKI(, dan Pelatihan Menu Beragam

Berimbang Sehat da:r Amarr (I32SA);



(1) ADN dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam
prioritas penggunaan setelah rrnendapat persetujuan Bupati .

(2) Persetujuan Bupati sebagain:rana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat
evaluasi APBNagari.

(3) Dalam memberikan perrsetujrl4n, Bupati memastikan penggunaan ADN untuk
kegiatan yang menjadi pri.oritas telah terpenuhi berdasarkan pernyataan
Walinagari.

EAB III
KJETENTUAN PENUTUF'

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlalm pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuirrya, memerintahkan pr:ngundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalartr Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetaphan di Lubuk BasLrng

l

pada ttttggal 5 Januari 20LT

SEKRBTAzu S DAERAH I(AB UPA'T] DN AG AIVI,

MARTIAS WA.NTO

BERITA DAERAH KABUPATIEN AGIAM TAHUN 2OI7 NOIVIOR 3


